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Ancaman Keamanan Maritim, Pencemaran Laut dan IUU Fishing di Wilayah Perairan dan 
Yurisdiksi Indonesia: Laporan Deteksi dan Analisis IOJI Periode Januari s.d. Maret 2023 
 
Jakarta, 17 April 2023 – Penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara dan pencemaran laut 
akibat tumpahan aspal dari kapal MT AASHI di Nias Utara adalah dua isu utama yang dibahas pada 
diskusi daring keamanan laut yang diselenggarakan oleh IOJI pada hari Senin 17 April 2023. 
 
Hampir empat bulan pasca kesepakatan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam (Desember 2022), 
kegiatan IUU fishing yang patut diduga kuat dilakukan oleh kapal-kapal ikan Vietnam masih marak 
terjadi di Laut Natuna Utara.  
 
Perjanjian batas ZEE seharusnya memberikan dampak positif berupa berkurangnya intensitas 
kegiatan penangkapan ikan di area yang sebelumnya merupakan area tumpeng tindih. Namun 
uniknya, dalam konteks ZEE Indonesia dan Vietnam, hal ini tidak terjadi.  
 
Mengenai pencemaran laut, IOJI mendeteksi beberapa area laut yang tercemar di Indonesia antara 
lain Perairan Selat Singapura-Bintan-Johor, Laut Jawa, Perairan sekitar Pulau Simeulue, dan 
Perairan Pulau Nias. Pencemaran laut di area-area ini disebabkan antara lain karena aktivitas ship to 
ship transshipment, pembuangan zat polutan dari kapal yang melintas dan kapal yang muatannya 
lepas ke laut akibat karam. 
 
Tumpahan aspal dari kapal MT AASHI yang karam di perairan Pulau Nias menjadi topik yang 
hangat dibahas dalam diskusi. Sampai saat ini, tumpahan aspal telah meluas hingga 70 kilometer ke 
arah utara Pulau Nias dari lokasi karamnya kapal MT AASHI.  
 
Citra satelit tanggal 20 Maret 2023, menunjukkan tumpahan aspal masih terus keluar dari badan 
kapal MT AASHI. Dari sejak karamnya kapal pada Februari 2023 sampai 17 April 2023, jumlah 
polutan yang berhasil diangkat baru sekitar 80.000 kilogram dari total muatan kapal kurang lebih 
3,5 juta kilogram. 
 
Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengeluhkan penanganan tumpahan aspal dari MT AASHI oleh 
Pemerintah Pusat dan perwakilan pemilik kapal masih belum maksimal dan cenderung lambat.  
 
 
 



 

 

Gambar 1. Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Laweha dan Perairan Sekitarnya, 35 km 
Dari Lokasi MT AASHI Karam, Terancam Akibat Tumpahan Aspal 
 
Merujuk pada data International Maritime Organisation Global Integrated Shipping Information 
System (IMO GSIS), kapal MT AASHI dimiliki oleh AASHI SHIPPING INC yang beralamat di 80 
Borad Street, Monrovia, Liberia. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa alamat ini banyak 
digunakan oleh perusahaan-perusahaan cangkang (shell company/special purposed company). 
 
Lambatnya pembersihan lingkungan yang dilakukan oleh perwakilan pemilik kapal dan identitas 
pemilik kapal yang mencurigakan cukup menjadi alasan untuk waspada terhadap penyelesaian kasus 
MT AASHI. Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyerukan agar Tim Nasional sebagaimana diatur 
dalam Perpres 109/2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak turun tangan 
dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara untuk menyelesaikan berbagai hal 
terkait kapal MT AASHI (antara lain pembersihan dan pemulihan lingkungan, penegakan hukum, 
penghitungan kerugian dan gugatan ganti rugi) dengan mengacu pada Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor 263 Tahun 2020 tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat 
Tumpahan Minyak di Laut.  
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Berkenaan dengan hal tersebut, IOJI juga merekomendasikan Tim Nasional bekerja sama dengan 
berbagai instansi nasional dan internasional yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada 
Interpol melalui Divisi Hubungan Internasional POLRI, negara bendera kapal MT AASHI, yaitu 
Gabon, negara pelabuhan asal MT AASHI sebelum karam di Indonesia, yaitu Uni Emirat Arab untuk 
validasi keabsahan dokumen-dokumen kapal. 

 
“Kerja sama dibutuhkan guna memverifikasi keabsahan dokumen kapal MT AASHI, menelusuri 
siapa dan di mana pemilik sebenarnya kapal itu, termasuk pihak-pihak penerima manfaat dari 
aktivitasnya,” kata Senior Advisor IOJI, Andreas Aditya Salim dalam paparan “Analisis Keamanan 
Maritim di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia Periode Januari s.d. Maret 2023”. 
 
Berbicara sebagai salah satu penanggap paparan analisis IOJI, Wakil Bupati Nias Utara, Yusman 
Zega, meminta Tim Nasional untuk menelusuri identitas kapal serta memastikan pembersihan aspal 
dilakukan dengan upaya yang lebih sehingga kerusakan lingkungan tidak semakin parah. 
 
“Sepenglihatan saya, aspal dikumpulkan di pantai. Sepertinya tidak aman di situ, karena dapat 
terbawa arus, berbalik ke laut dan kembali mencemari lingkungan.” Ia menduga tumpukan aspal 
yang berada di dasar laut juga dapat mengganggu ekosistem terumbu karang. 
 
Yusman juga meminta tim nasional penanganan pencemaran laut untuk menyelaraskan data. 
“Sebetulnya berapa total berat aspal, dan berapa yang sudah terkumpul?,” katanya bertanya. Ia juga 
meminta pihak-pihak berkepentingan untuk segera menetapkan besaran ganti rugi bagi sekitar 3.000 
nelayan terdampak dan ekosistem yang telah rusak. 
 
Kasubdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK), Eko Novi 
Setiawan menyatakan pihaknya tengah menghitung kerugian lingkungan hidup akibat tumpahan 
aspal mentah itu.  
 
Untuk menentukan valuasi ekonomi pesisir dan laut, KLHK “juga melakukan survei bersama 
nelayan dan masyarakat pesisir setempat,” kata Eko. 
 
Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengelolaan 
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Halid Jusuf 
menyatakan “pada prinsipnya MT AASHI sudah berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil survei 
tim nasional dan berkomitmen mengganti rugi ekosistem kelautan.” Ia juga menyebut MT AASHI 
akan melaksanakan restorasi terumbu karang. 
 



 

 

“Kami mendorong investasi, tapi kami juga menyoroti pentingnya sustainability. Apapun harus 
dilakukan demi menyelamatkan ekologi,” kata Halid, saat sesi tanggapan atas paparan IOJI.  
 
Andreas mencatat satu hal penting yang perlu menjadi atensi bersama terkait penanganan tumpahan 
aspal Nias. “Pada diskusi tadi, KKP menyebutkan nilai ganti rugi setelah dihitung adalah Rp23 
miliar rupiah, sedangkan KLHK menyatakan nilai ganti rugi bisa mencapai lebih dari Rp100 miliar. 
Perbedaan yang cukup jauh ini merefleksikan belum maksimalnya komunikasi dan koordinasi,” 
katanya. 
 
 
Pencemaran Laut Lainnya 
Contoh pencemaran laut lainnya adalah zat polutan yang keluar dari kapal yang melintas. Citra satelit 
tanggal 7 Maret 2023 berhasil menangkap citra tumpahan zat polutan dari kapal ALESSA (Chemical 
Tanker) berbendera Indonesia yang dimiliki oleh PT Mitra Sinar Maritim saat kapal oni melintas di 
perairan sebelah timur Simeulue, Provinsi Aceh. 
 
Sementara itu pada 16 Maret 2023, citra satelit menunjukkan tumpahan minyak sepanjang 7 
kilometer yang terdeteksi di sebelah timur perairan Johor, Malaysia. Tumpahan minyak tersebut 
hanya berjarak 50 hingga 60 km sebelah utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau.  
 
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) pada tanggal tersebut, arus 
laut di perairan lokasi tumpahan minyak mengarah ke selatan mendekati Pulau Bintan. Data ini 
mengindikasikan potensi tumpahan minyak itu terbawa arus sampai pantai utara Pulau Bintan. 
 



 

 

 
Gambar 2. Citra Satelit Menangkap Tumpahan Minyak (disimbolkan dengan poligon merah)  di 
Timur Perairan Johor, ZEE Malaysia, Pada 16 Maret 2023. Hanya berjarak 50-60 km dari Pantai 
Pulau Bintan. (Sumber: Sentinel-2) 
 
 
IUU Fishing di Laut Natuna Utara 
IOJI mendeteksi dugaan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing oleh kapal ikan Vietnam 
di Laut Natuna Utara selama Januari-Maret 2023. Sebanyak 6 kapal terdeteksi melalui Automatic 
Identification System (AIS) dan 16 kapal terlacak lewat citra satelit beroperasi di area non-sengketa 
Laut Natuna Utara. 
 
Gabriella Gianova, anggota tim peneliti keamanan maritim IOJI memberi catatan, “bisa jadi yang 
terdeteksi AIS dan citra satelit itu merupakan kapal penangkap ikan yang sama. Jadi tidak bisa serta-
merta dijumlahkan menjadi 22 kapal.” 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 3. Deteksi AIS dan citra satelit kapal ikan Vietnam di area non-sengketa Laut 
Natuna Utara, Februari 2023. 

 

 
Gambar 4. Deteksi AIS dan citra satelit kapal ikan Vietnam di area non-sengketa Laut Natuna Utara, 
Maret 2023. 
 



 

 

 
Gambar 5. Citra Satelit diduga kuat kapal ikan Vietnam beroperasi tanpa izin dengan alat tangkap 
pair trawl di area non-sengketa Laut Natuna Utara pada 28 Maret 2023. 
 
Citra satelit pada Gambar 5 di atas diambil satu hari setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) berhasil menangkap Kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara. Berdasarkan siaran pers KKP, 
kapal patroli Orca 03 menangkap kapal ikan Vietnam dengan alat tangkap pair trawl.  
 
Kajian yang ditulis oleh Petri Suuronen berjudul “APath to a Sustainable Trawl Fishery in Southeast 
Asia” yang diterbitkan pada 2020 menyebutkan 10.000-15.000 Kapal ikan Vietnam menggunakan 
metode pair trawl. 
 
Pair trawl merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh dua buah kapal, masing-
masing dengan satu tali penarik. Kekuatan penarik dari dua kapal memungkinkan mereka 
membentangkan jaring yang lebih besar.  
 
Selain kapal ikan, IOJI juga mendeteksi setidaknya 8 kapal Vietnam Fisheries Resources 
Surveillance (VFRS) yang berpatroli di sepanjang garis batas landas kontinen Indonesia-Vietnam 
pada periode 1 Desember 2022 sampai 9 Februari 2023. 
 
Temuan membuktikan bahkan jauh sebelum kesepakatan batas ZEE antara kedua negara pada 
Desember 2022, kapal-kapal VFRS telah secara intensif beroperasi di area tumpang-tindih klaim 
ZEE, bertentangan dengan prinsip exercise restraint (menahan diri). 
 
Vietnam selaku negara bendera kapal seharusnya memastikan kapal-kapal berbendera Vietnam tak 
terlibat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) di ZEE negara lain termasuk 
mengendalikan kapal-kapal dimaksud agar tidak mengeksploitasi area tumpang tindih klaim ZEE. 



 

 

 
Menanggapi paparan IOJI tentang kondisi di Laut Natuna Utara, Fungsional Diplomat Madya 
Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Ahmad Almaududdy 
Amri menyatakan “Walaupun kesepakatan Indonesia-Vietnam telah ditandatangani kedua negara 
pada 22 Desember 2022, masih ada proses internal masing-masing negara untuk sampai pada tahap 
‘enter into force’”.  
 
Oleh karena itu, selama proses internal tersebut, “Indonesia berada dalam posisi yang beritikad baik 
dengan melakukan ‘self-restraint’ demi menciptakan kondisi yang kondusif. Harap bersabar 
menunggu rilis batas-batas terbarunya.”  
 
Sementara Panglima Komando Armada TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda Erwin S. 
Aldedharma mengakui beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas kamla di Laut Natuna Utara. 
Salah satunya adalah dukungan logistik dan bahan bakar. “Logistik dan bahan bakar kami masih 
terbatas, jadi kurang mampu memaksimalkan tugas di Laut Natuna Utara yang sangat luas,” kata 
Erwin.  
 
Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI, Laksda Bakamla Bambang Irawan, S.E., M.TR. Opsla 
menyatakan, “IUU fishing masih menjadi ancaman tertinggi di perairan Indonesia.” Ia 
menambahkan nilai Indeks Keamanan Laut Indonesia (IKL) ada di angka 53 yang artinya “Cukup”. 
“Tetapi, tentu, kita masih membutuhkan perbaikan guna memperkuat keamanan laut,” katanya.  
 
“Untuk meningkatkan keamanan laut pula, Bakamla sudah memetakan proyeksi ancaman di perairan 
Indonesia sekaligus menyusun perencanaan terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
13 Tahun 2022,” kata Bambang.  
 
PP tersebut mengatur kebijakan nasional terkait keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di 
Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. 
 
Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Muhammad Farhan menyadari tumpang-tindih 
kewenangan terkait keamanan laut Indonesia. “Harus ada pendefinisian kewenangan dan tanggung 
jawab yang jelas antar ke-13 kementerian dan lembaga terkait penjagaan keamanan di laut dalam 
rangka mengurangi ancaman-ancaman yang terjadi,” kata Farhan.  
 
Selain itu, “Indonesia juga harus mulai membahas rencana untuk menanggapi narasi geopolitik Indo-
Pasifik, termasuk klaim ‘sembilan garis putus-putus’ Tiongkok. Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, 
Indonesia harus mampu mendorong situasi regional yang damai, bebas dan antinuklir.”   
 
Laporan deteksi selengkapnya dapat dibaca di sini (Bahasa Indonesia) dan di sini (bahasa Inggris).  
 



 

 

Untuk keterangan lebih lanjut dan permintaan wawancara/data, teman-teman dapat menghubungi: 
 
Departemen Komunikasi IOJI 
Nomor ponsel : +62 811-8460-065 
Alamat surel : info@oceanjusticeinitiative.org 
 
 
_____ 
 
Catatan untuk editor: 
 

1. Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) merupakan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) 
adalah lembaga think-tank dan advokasi kebijakan yang mendukung negara Indonesia, 
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk mewujudkan tata kelola kelautan dengan 
berlandaskan prinsip perlindungan yang efektif, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan 
kesejahteraan yang berkeadilan. 
 
IOJI membangun kolaborasi dengan aktor negara dan non-negara untuk mempengaruhi 
proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional dan internasional dengan 
menyediakan berbagai usulan kebijakan berbasis bukti ilmiah. IOJI juga melakukan kerja 
pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang hidupnya bergantung pada laut, 
seperti nelayan kecil, masyarakat pesisir dan pekerja migran pelaut perikanan, dalam 
mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka. 
 

2. SkyTruth adalah organisasi independen non-pemerintah dengan misi membagikan citra dari 
ruang angkasa dalam rangka mendorong usaha konservasi bagi alam dan manusia. Cerulean 
merupakan salah satu proyek SkyTruth yang mampu mendeteksi pencemaran laut berupa 
tumpahan minyak dengan mengaplikasikan perangkat analitik yang canggih dan mudah 
diakses. IOJI dan SkyTruth telah menjalin kolaborasi sejak September 2022. 
 

3. Wilayah yang menjadi fokus utama pendeteksian dugaan illegal fishing adalah Laut Natuna 
Utara (LNU). Sedangkan deteksi pencemaran laut berupa tumpahan minyak fokus pada area 
Laut Jawa, Perairan Pulau Bintan (berbatasan dengan Selat Singapura) dan perairan Pulau 
Sumatera. 
 

4. Pengumpulan data dan informasi mengenai pergerakan kapal-kapal di wilayah yurisdiksi dan 
perairan Indonesia dilakukan melalui teknologi Automatic Identification System (AIS) dari 
MarineTraffic dan citra satelit dari Sentinel-2 milik European Space Agency (ESA). 
 



 

 

5. Data dan informasi mengenai dugaan pencemaran laut diperoleh melalui teknologi perangkat 
lunak Cerulean yang dikembangkan oleh SkyTruth. Cerulean adalah perangkat lunak yang 
menggunakan algoritma computer vision 1  dan memiliki kemampuan mendeteksi 
pencemaran laut dari tumpahan minyak menggunakan data citra satelit. Citra satelit yang 
diambil oleh Sentinel-1 milik European Space Agency (ESA) digunakan dan dianalisis oleh 
Cerulean sehingga area-area spesifik yang tercemar dapat dikenali. 

 
1 Computer vision merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk (melakukan) persepsi 
visual. Proses-proses tersebut antara lain akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan (recognition), dan 
decision making. Definisi menurut Rinaldi Munir, Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknik Elektro 
dan Informatika, ITB. Tautan: https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2020-2021/02-Pengantar-
Pengolahan-Citra-Bag2-2021.pdf diakses pada 4 April 2023. 


